T

Payakumbuh,

Payakumbuh
Dengan Hormat,
Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor
g % 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran tanggal 30 April

: 2020.
B - A. DASAR HUKUM
| 3% I. Undang Undang nomor 10 tahun 2016
® Pasal 22A, mengatur, pada ayat:
1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama
j Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
e dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
'LL 3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas kabupaten/Kota.
@ Pasal 22B, mengatur, pada ayat;
Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan

meliputi:

a) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan
pemilihan

b) Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu

Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

©) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan J
g-undang. : o
erima dan menindak lanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilu: L4
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~4) Ketentuan KeEgalmana dimaksud pada Byt (1) sampal denganiaat S Lers
- juga untuk penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur atau oenjabat Bupati/Walikota,
Dalam hal gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota
atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimakud
pada ayat (2) dan ayat (3), petahan tersebut dikenai sanksi pembatalan
Kabupaten/Kota.
6) Sanksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan
petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
® Pasal 73, mengatur, pada ayat:
1) Calon dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang
r : atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau
Pemilih.
2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dan Dapat dikenai sanksi administrasi
pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabuptaen/Kota.
3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagiamana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang.
3 4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan
- relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan
7 .';«'; melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai
_ - imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak
i langsung untuk:
i a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
# Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara
tidak sah; dan
Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih Iop
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han dan Peninda

. Tembusan :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
vl 2. Arsip
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